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BAB |. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan
masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara
dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas
dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan,
dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait
dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan
saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai
pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara
pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan
dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga
evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta
sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP
menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan
mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui
pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu
upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan
publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan
dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pelaksana pelayanan publik dibidang

pelayanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.
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2. Tujuan Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk mendapatkan masukan dari

pemangku kepentingan pelayanan publik Dinas Sosial antara lain :

a. Memetakan masalah yang dihadapi pemerlu pelayanan sosial dalam mengakses
pelayanan publik Dinas Sosial;

b. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan dan jangka waktu pelaksanaan
rekomendasi;

c. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan kesejahteraan

sosial ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Ruang Lingkup
Forum Konsultasi Publik ini membahas pelaksanaan 10 (sepuluh) jenis pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, masukan dari para penerima
pelayanan publik dan pemangku kepentinganlainnya. Dalam diskusi yang
berkembang diharapkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dapat

berperan lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial.
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BAB Il. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Sumber Input dan Tema FKP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik mengambil tema peningkatan kualitas
pelayanan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Tema
tersebut diambil berdasarkan laporan dari Desa/Kelurahan tentang masih
ditemukannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memperoleh
atau kesulitan untuk mengakses pelayanan sosial.

Sumber data yang digunakan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik ini
adalah hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dimana secara umum nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sosial oleh Dinas Sosial berada pada
angka 84,64 dengan Mutu Pelayanan BAIK. Dari penilaian tersebut masih ditemukan

ada beberapa mutu layanan yang nilainya belum maksimal.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
a. Waktu Pelaksanaan
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Nopember 2025
b. Tempat Pelaksanaan : Aula Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Cut

Nyak Dhien No. 01 Kelurahan Melayu, Tenggarong.

3. Penyelenggara dan Peserta FKP
a. Penyelenggara FKP adalah Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
b. Peserta FKP terdiri dari unsur penerima layanan individu, organisasi penerima
manfaat, petugas pendamping lapangan, Organisasi Perangkat Daerah,
Akademisi dan Media massa. Daftar lengkap peserta FKP seperti di Daftar Hadir

yang ditanda tangani.

4. Metode Pelaksanaan FKP
Metode pelaksanaan FKP secara tatap muka dengan mengambangkan diskusi dua

arah.
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BAB Ill. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil diskusi dengan penerima manfaat dan masukan dari
pemangku kepentingan lainnya, bahwa masalah yang teridentifikasi berhubungan
dengan pelayanan yang diberikan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Hal ini mengingat pelayanan pada
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran berhubungan
langsung dengan penerima manfaat secara individual. Beberapa masalah yang
teridentifikasi antara lain :
a. Penyaluran bantuan permakanan bagi Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan

Penyandang DisabilitasTerlantar tidak dapat dilakukan setiap bulan

b. Tidak semua kebutuhan alat bantu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat

dipenuhi oleh Dinas Sosial.

2. Analisis

Penyaluran bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan
penyandang disabilitas terlantar tidak dapat dilaksanakan setiap bulan, karena
keterbatasan jumlah personal bagi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan. Selain itu sebagai pengampu SPM
Bidang Sosial, hampir semua jenis layanan diberikan secara langsung kepada
pemerlu pelayanan ditempat mereka berada. Kondisi ini menyebabkan jumlah
personal yang tersedia tidak mencukupi.

Salah satu upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah
dengan melibatkan pegawai pada bidang lain di Dinas Sosial. Namun upaya ini tidak
cukup membantu, karena justru menyebabkan kinerja utama pegawai tersebut
terganggu dan dapat berpengaruh pada pencapaian kinerja bidangnya.

Timbulnya masalah tidak semua kebutuhan alat abntu aksesibilitas dapat
dipenuhi oleh Dinas Sosial, disebabkan minimnya informasi tentang kebutuhan
spesifik penyandang disabilitas. Usulan yang disampakan melalui Desa/kelurahan

sering tidak spesifik karena kurangnya pengetahun mereka tentang kebutuhan
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spesifik penyandang disabilitas. Hal ini sudah diatasi dengan melakukan verifikasi

ulang terhadap permohonan yang disampaikan menjelang pelaksanaan pengadaan
barang alat bantu aksesilitas penyandang disabilitas. Tujuannya untuk memastikan
bahwa alat bantu yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhannya dan dapat

dimanfaatkan.

. Rencana Aksi
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, masukan yang disampaikan melalui

Forum Konsultasi Publik oleh peserta sebagai berikut :

a. Masalah penyaluran bantuan permakanan agar melibatkan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai penyalur
dengan tetap mempertimbangkan unsur efisiensi dan efektifitas pelayanan.
Rencana aksi ini akan dilaksanakan mulai penyaluran bantuan pada Triwulan |
tahun 2026.

b. Masalah bantuan alat bantu aksesibilitas agar melibatkan Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam proses identifikasi kebutuhan spesifik
penyandang disabilitas. Meskipun demikian proses asesmen kebutuhannya tetap
dilaksanakan oleh Pekerja Sosial, karena asesmen harus dilaksanakan oleh
tenaga professional dan membutuhkan pengetahuan khusus. Rencana aksi ini

akan dilaksanakan dalam asesmen mulai pada Triwulan | tahun 2026.
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BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik terhadap Pelayanan Sosial
pada Dinas Sosial ini, maka Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan berkomitmen
untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil FKP sesuai batas waktu yang disepakati

2. Hasil FKP ini dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki kebijakan pemberian

pelayanan bagi pemerlu pelayanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik terhadap Pelayanan Sosial pada

Dinas Sosial ini disusun, untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tenggarong, 21 Nopember 2025
P!t Kepala Din

= -

Sosial,

/

"Ib‘r‘s.jYﬁliandris herdiman
NIP. 196807081994031013
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Tenggarong
Kalimantan Timur, 75512 Telp. 0541-6610049

Laman : dinsos.kukarkab.go.id Pos-el dinsos@kukarkab.go.id

RAPAT
Hari / Tanggal

Waktu Rapat
Acara

Pimpinan Rapat
Pencatat
Peserta Rapat

1. Kata Pembukaan

2. Pembahasan
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NOTULEN

FKP EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kamis, 20 November 2025
09.00 s/d 12.00 WITA
a. Pembukaan oleh Moderator
b. Paparan Pengantar Standar Pelayanan Publik oleh
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara
c. Paparan draft Hasil Evaluasi Standar Pelayanan
Publik Dinas Sosial
d. Pembahasan Hasil Evaluasi Standar Pelayanan
Publik Dinas Sosial
e. Penandatanganan Berita Acara
f. Penutup
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Kanti Mulati, S.Sos
a. Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara
b. Akademisi Universitas Kutai Kartanegara
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome
Koordinator Karang Taruna Kabupaten Kutai
Kartanegara
Koordinator TKSK Kabupaten Kutai Kartanegara
LKS Lanjut Usia (ANAPRASA)
TAGANA Kecamatan Tenggarong
Perwakilan Masyarakat Penerima Manfaat Program
Bantuan Sosial di Tenggarong
Pendamping PKH Kabupaten Kutai Kartanegara
. Pendamping Rehsos Kabupaten Kutai Kartanegara
Puskesos Kelurahan Melayu Kec. Tenggarong
Staf pelaksana pelayanan Dinas Sosial

o

T3 @m™oea

-

Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh PIt.
Kepala Dinas Sosial, Drs. Yuliandris Suherdiman. Kegiatan
ini  bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam
penyusunan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik, serta
menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan
harapan publik.

1. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan

« Pelaksanaan FKP didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan RB Nomor 16
Tahun 2017.

o Tujuan utama adalah memetakan masalah yang
dihadapi pemerlu pelayanan sosial, menyusun
rekomendasi perbaikan, serta melibatkan potensi




3. Kesimpulan
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sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
2. Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

o Secara umum, nilai IKM terhadap pelayanan Dinas
Sosial berada pada angka 84,64 dengan mutu
pelayanan berkategori BAIK.

o Meski demikian, terdapat beberapa mutu layanan
yang nilainya belum maksimal dan memerlukan
tindak lanjut perbaikan.

3. ldentifikasi Masalah pada Bidang Rehabilitasi Sosial

o Penyaluran Bantuan Permakanan: Bantuan bagi
Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan
Penyandang Disabilitas Terlantar belum dapat
dilakukan setiap bulan karena keterbatasan personel
di lapangan.

« Alat Bantu Aksesibilitas: Tidak semua kebutuhan
alat bantu dapat dipenuhi karena minimnya informasi
spesifik mengenai kebutuhan teknis penyandang
disabilitas dari pihak desa/kelurahan.

4. Analisis dan Rencana Aksi Tahun 2026

o Optimalisasi Penyaluran Bantuan: Melibatkan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di
tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk
membantu penyaluran mulai Triwulan | tahun 2026.

o Validasi Alat Bantu: Melibatkan Persatuan
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam
proses identifikasi kebutuhan spesifik, sementara
asesmen teknis tetap dilakukan oleh Pekerja Sosial
profesional. Rencana ini mulai dilaksanakan pada
Triwulan | tahun 2026.

Pimpinan Unit Penyelenggara berkomitmen untuk segera
menindaklanjuti hasil FKP sesuai batas waktu yang
disepakati. Laporan ini akan dijadikan acuan utama dalam
memperbaiki kebijakan pelayanan bagi masyarakat pemeriu
pelayanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 20 November 2025
... Pimpinan Rapat
oy la Dings’ Sosial,
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
TERHADAP PELAYANAN DINAS SOSIAL

TAHUN 2025
Aula Dinas Sosial, Kamis 20 Nopember 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jaian Cut Nyak Dhien Nomor 01 Kelurahan Melayu Tenggarong
Website : dinsos.kukarkab.go.id E-mail dinsos@kukarkab.go.id Kode Pos 75512

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK
SEKTOR PELAYANAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU DUA
PULUH LIMA, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Sosial pada Dinas
Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama
menyatakan sebagai berikut :

No Identifikasi Masalah Usulan Rekf)mendasi Jangka Wa.ktu
Perbaikan Penyelesaian
Penyaluran atau
pendistribusian yang
1 Masalah Pendistribusian melibatkan TKSK, Puskesos, Triwulan | tahun
Permakanan Tagana serta Karang taruna 2026
di setiap kecamatan
Proses Asesmen dilakukan
oieh Pekerja Sosiai dengan Triwulan | tahun
2 | Bantuan Alat Bantu melibatkan PPDI dalam 2026
identifikasi kebutuhan alat
bantu

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan
rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomenasi perbaikan tersebut
sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres
tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan
rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 20 Nopember 2025

No Nama & Nomor Hp L/P Perwakilan Tanda Tangan
1 Mica Riswati P Disdukcapil /(// Ine?
A
2 Luhur Prasetyo L Bappeda w
||
3 | Ade kurnia L Sekretariat Daerah / /%/
4 |Lna P | Sekretaris (PPDI) ”{ ! (o
5 Miftahul Jannah P (POTADS) Kab. Kukar \ @
/.
6 Siti Khoiriah P Katar Kec. Tenggarong
7 Agus Sulistiyono L TKSK Kec, Tenggarong 7 .

s
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N

Abdul Mudidat L LKS Lanjut Usia N\
(ANAPRASA) -/
M. Suria Irfani, S. Sos L UNIKARTA Tenggarong / s
//
Supiyafemi P TAGANA é .
Semi P Penerima Manfaat d
Program Bantuan Sosial di
Tenggarong
Heriansyah L Koran Kaltim M
Wiwik Pujiati P Pendamping PKH H“‘Z’L \
Marissa PJ P Pendamping Rehsos \ [ g
May Syarah o Puskesos Kelurahan
melayu Kec. Tenggarong
/
Plt Kgpala Dinfas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan

Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan

/

Drs. Yuliandris Suherdiman
Suna ST..M.Si

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Lucy Yulida\ari, M.Psi

Kepala Bidang Pgnanggulangan
Bencana dan Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan

P

Riadi Hadiwinoto, S.Hut
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DAFTAR HADIR
PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

DAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

RANCANGAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 — 2029

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

HARI : KAMIS
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2025
TEMPAT . DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NO NAMA L/pP INSTANSI JABATAN NO. HANDPHONE TANDA TANGAN
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